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Abstrak 

 

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah wajib pajak 

tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak. Petugas 

pajak sudah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi 

tentang pajak. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini membahas mengenai 

pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Non-Probability Sampling dan diperoleh data 100 responden dari wajib 

pajak orang pribadi usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Teknik analisis data 

dan pengujian hipotesis untuk memeriksa setiap variabel dilakukan dengan uji asumsi klasik, uji analisis 

regresi berganda, uji F dan uji t dengan menggunakan program SPSS 20. Berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi 

perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

Kata kunci: Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Abstract 

 

The number of taxpayers from year to year increases. But the increase in the number of taxpayers is 

not offset by taxpayer compliance in paying and reporting taxes. Tax officers have attempted to increase 

taxpayer compliance by conducting tax dissemination. Tax compliance is defined as a condition in 

which the taxpayer meets all tax obligations and exercises his taxation rights. This study discusses the 

influence of knowledge about taxation regulations and tax sanctions on taxpayer compliance of private 

entrepreneurs in the area KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Sampling technique used is non-

probability sampling and obtained data of 100 respondents from taxpayers private entrepreneurs in the 

area KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Data analysis techniques and hypothesis testing to examine 

each variable is done by classical assumption test, multiple regression analysis test, F test and t test 

using SPSS 20 program. Based on the test that has been done, it can be concluded that knowledge about 

taxation and taxation sanction have influence of individual taxpayer compliance. 

 

Keywords: Knowledge of Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance 
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1. Pendahuluan 

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang 

berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2017: 2). Pembangunan nasional adalah kegiatan 

yang berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah 

pembiayaan pembangunan. 

Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan dalam 

membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak 

dapat tercapai. 

Menurut Winerungan (2013) salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan 

pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana 

sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. 

Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat 

mematuhi hak dan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak. 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki peran 

penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak 

disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya 

bagaimana wajib pajak disuruh untuk melaporkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu 

kapan waktu jatuh tempo pelaporan, sehingga terdapat wajib pajak yang terkena sanksi karena 

keterlambatan melaporkan pajaknya. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan 

dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).  

Rendahnya  pengetahuan  wajib  pajak  tentang   peraturan  perpajakan membuat masih 

banyak wajib pajak yang  belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Disamping 

pengetahuan wajib pajak yang kurang, kesadaran wajib pajak sendiri masih kecil untuk 

memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kurangnya sosialisasi yang 

berdampak pada minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan dan 

menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan 

pada media cetak dan elektronik yang akan memudahkan para wajib pajak untuk mendapatkan 

informasi tentang pajak, maka pengetahuan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban 

perpajakannya akan bertambah tinggi. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan 

masyarakat melalui pendidikan perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ? 

2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak ? 

3. Apakah wajib pajak mengalami kesulitan dalam pembayaran dan pelaporan pajak ? 

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ? 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi 

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Wilayah KPP Pratama 

Jakarta Kelapa Gading. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

A. Perpajakan 

Definisi pajak menurut UU nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

B. Usaha Mikro Kecil Menengah  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2  yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan 

tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 

melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun 

pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). 

C. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui 

tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak orang 

pribadi tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti 

bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang 

dengan benar dan tepat waktu. 

D. Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 

norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua 

macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi 

pidana memiliki perbedaan, yaitu sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak 

melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda 

dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman 

penjara (Rahayu dan Ely Suhayati, 2010: 87). 

E. Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2013: 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib 

pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

F. Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan 

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui tingkat pengetahuan yang 

diantaranya tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi akan berdampak positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud 

adalah wajib pajak orang pribadi tahu fungsi dan manfaat perpajakan. Selain itu wajib pajak 

juga harus mengerti bagaimana mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung, 

membayar dan melaporkan pajak yang terhutang dengan benar dan tepat waktu.  

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh 

wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan 

perpajakan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan 

sehingga  menyebabkan menurunnya  tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak 
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tahu terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin tahu juga atas sanksi yang akan 

diterima bila melalaikan kewajibannya. 

H₁ : Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta 

Kelapa Gading 

 

G. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Usahawan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-udangan 

perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Mardiasmo, 2016: 62). Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, 

bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, 

namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Hal ini terjadi karena  wajib   pajak  akan   merasa  takut dan terbebani oleh sanksi yang 

akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Orang pribadi juga 

akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan 

lebih  banyak merugikannya. Selain itu, jika orang pribadi benar-benar mematuhi ketentuan 

dan peraturan perpajakan, mereka tidak akan merasa was-was karena  dibayangi  sanksi  

yang   akan  mereka dapatkan jika tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. 

H₂ : Pengaruh Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading 

  

3. Metode Penelitian 

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Objek penelitian adalah Para usahawan di Wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. 

Data-data yang diteliti adalah berupa hasil pengisian kuesioner oleh para Wajib Pajak 

Orang Pribadi Usahawan yang dilakukan pada bulan Mei 2017. Untuk menentukan jumlah 

sampel, peneliti menggunakan saran Roscoe dalam Sugiyono (2009: 129) yang mengatakan 

bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. 

Dan karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka dalam penelitian ini mengambil 

100 responden untuk pengambilan data kuesioner dan dengan teknik Non-Probability 

Sampling. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan 

adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.  

Tabel 3.1 

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Variabel Dimensi Indikator 

Kepatuhan Wajib Pajak SPT Tahunan membayar 

pajak dan melaporkan SPT 

Wajib pajak tepat waktu 

dalam melaporkan SPT 

Wajib pajak tidak 

mempunyai tunggakan 

pajak 

Wajib pajak tidak pernah 

melakukan tindak pidana di 

bidang perpajakan 

Wajib pajak melaksanakan 

ketentuan perpajakan yang 

berlaku 

 



Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 

Tabel 3.2 

Indikator Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 

Variabel Dimensi Indikator 

Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 

Tahu Mengetahui manfaat dan 

fungsi perpajakan 

Memahami Memahami administrasi 

perpajakan 

Aplikasi Menggunakan fasilitas 

perpajakan 

Analisis Menguraikan atau 

menjabarkan tarif dan 

aturan perpajakan 

Sintesis Dapat menyusun alur 

dalam administrasi 

perpajakan 

Evaluasi Mengevaluasi kewajiban 

perpajakan 

 

2. Sanksi Perpajakan 

Tabel 3.3 

Indikator Sanksi Perpajakan 
 

Variabel Dimensi Indikator 

Sanksi Perpajakan Sanksi yang diterapkan 

dalam pajak 

Sanksi administrasi dan 

sanksi pidana 

Penegakan hukum oleh 

aparat pajak 

Sosialisasi sanksi 

perpajakan 

 

C. Teknik Analisa Data 

1. Uji Skala Likert 

Menurut Darmawan (2013: 169), Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka 

variabel dapat diukur menjadi indikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak untuk 

penyusunan item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Pengukuran dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skor setiap 

jawaban dari resonden. 

2. Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2016: 47), Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu Kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan 

stabil dari waktu ke waktu. 

Menurut Ghozali (2016: 52), Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
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3. Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif ini menggambarkan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum 

dan range. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian yang dilakukan antara lain : (1) Uji Autokorelasi dengan menggunakan uji 

Run Test. (2) Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. (3) Uji 

Normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. (4) Uji Multikolinieritas 

dengan melihat nilai VIF dan TOL. 

5. Analisis Regresi Linear Berganda  

Menurut Priyatno (2016: 96), Regresi linier berganda digunakan sebagai sebuah alat 

untuk menarik kesimpulan untuk menguji hipotesis. 

Persamaan regresi untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah : 

Y = a + b1X1, b2X2 

Dimana : 

Y = Variabel Dependen 

a  = Nilai Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

X = Variabel Independen 

 

6. Uji Hipotesis 

Pengujian yang dilakukan antara lain : (1) Uji Koefisien Determinasi, digunakan untuk 

mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Priyatno, 2016:97). (2) Uji F, digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau tidak (Priyatno, 2016: 99). dan (3) Uji t, digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

(Priyatno, 2016: 97). 

 

4. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan kuesioner, yang disebarkan kepada 100 responden. Sehingga 

diperoleh data yang menunjukan karakteristik profil para responden. 

(1)  Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase (%) 

Pria 66 66% 

Wanita 34 34% 

Total 100 100% 

                        Sumber : Data primer penelitian 

(2)  Karakteristik responden berdasarkan usia 

  Tabel 4.2 
           Usia 

Usia Jumlah Responden Presentase (%) 

<25 tahun 11 11% 

25 - 35 tahun 49 49% 

36 - 45 tahun 27 27% 

>45 tahun 13 13% 



Total 100 100% 

                                      Sumber : Data primer penelitian 

(3)  Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

Tabel 4.3 

 Pendidikan Terakhir  

Latar Belakang 

Pendidikan 

Jumlah Responden  Presentase  

(%) 

SD - - 

SMP - - 

SMA / SMK 37 37% 

D3 / S1 63 63% 

Total 100 100% 

                    Sumber : Data primer penelitian 

(4)  Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP 

Tabel 4.4 

Kepemilikan NPWP 

Kepemilikan NPWP Jumlah Responden Presentase  

(%) 

Ya  100 100% 

Tidak 0 0% 

Total 100 100% 

                                 Sumber : Data primer penelitian 

(5)  Karakteristik responden berdasarkan omzet usaha per bulan 

Tabel 4.5 

Omzet Usaha per bulan 

Omzet Usaha  

per Bulan 

Jumlah  

Responden 

Presentase  

(%) 

<Rp. 100 Juta 53 53% 

Rp. 100 juta - Rp. 250 juta 26 26% 

Rp. 250 juta - Rp. 400 juta 21 21% 

> Rp. 400 juta 0 0% 

Total 100 100% 

                      Sumber : Data primer penelitian 
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(6)  Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha 

Tabel 4.6 

Jenis Usaha 

Jenis Usaha Jumlah Responden Presentase (%) 

Toko Elektronik 15 15% 

Toko Pakaian 19 19% 

Toko Sembako 21 21% 

Toko Matrial 16 16% 

Toko Sepeda 9 9% 

Toko Furniture 11 11% 

Toko Handphone 7 7% 

Restoran 2 2% 

Total 100 100% 

                                      Sumber : Data primer penelitian 

 

Uji Sampel Validitas 

Tabel 4.7 

Uji Validitas untuk Pra Kuesioner 

No. Variabel Pertanyaan r hitung r tabel 

(5%, 30) 

Keterangan 

1. Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0,670 

0,525 

0,412 

0,733 

0,592 

0,408 

0,611 

0,628 

0,718 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

2. Sanksi Perpajakan 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,702 

0,598 

0,492 

0,788 

0,736 

0,710 

0,546 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3. Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

Usahawan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,667 

0,814 

0,848 

0,619 

0,684 

0,843 

0,845 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

 

 

 



Uji Sampel Reliabilitas 

Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas untuk Pra Kuesioner 

No. Variabel Cronbach 

Alpha 

Standar Output 

Alpha 

Keterangan 

1. Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 

0,755 0,700 Reliabel 

2. Sanksi Perpajakan 0,777 0,700 Reliabel 

3. Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Usahawan 

0,881 0,700 Reliabel 

 

Hasil Uji Kuesioner 

1. Statistik Deskriptif 

 
Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Variance 

PPP_1 100 1 5 4,02 ,932 ,868 
PPP_2 100 2 5 3,34 ,901 ,813 
PPP_3 100 2 5 3,70 1,040 1,081 
PPP_4 100 1 5 4,25 ,914 ,836 
PPP_5 100 1 5 4,24 ,854 ,730 
PPP_6 100 1 5 3,77 1,136 1,290 
PPP_7 100 1 5 4,07 ,844 ,712 
PPP_8 100 2 5 4,12 ,891 ,794 
PPP_9 100 1 5 4,14 1,005 1,011 
Valid N 
(listwise) 

100 
     

 

Berdasarkan hasil tabel atas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden 

menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang peraturan perpajakan pada pertanyaan 

(2,3,6) menjawab Netral dengan nilai 3 dan pertanyaan (1,4,5,7,8,9) menjawab Setuju 

dengan nilai 4. 

 

                                                Sanksi Perpajakan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Variance 

SP_1 100 1 5 4,34 ,742 ,550 
SP_2 100 2 5 4,41 ,668 ,446 
SP_3 100 1 5 4,11 ,815 ,665 
SP_4 100 1 5 3,95 1,077 1,159 
SP_5 100 2 5 3,84 ,940 ,883 
SP_6 100 1 5 3,81 ,895 ,802 
SP_7 100 1 5 4,08 ,918 ,842 
Valid N 
(listwise) 

100 
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Berdasarkan hasil tabel atas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden 

menjawab pertanyaan tentang sanksi perpajakan pada pertanyaan (4,5,6) menjawab 

Netral dengan nilai 3 dan pertanyaan (1,2,3,7) menjawab Setuju dengan nilai 4. 

 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil tabel atas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata responden 

menjawab pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada 

pertanyaan (1,2,3,4,5,6,7) menjawab Netral dengan nilai 3. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi autokorelasi, peneliti menggunakan Run Test yang 

digunakan untuk menguji apakah data residual terdapat korelasi atau tidak.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Autokorelasi 

Nama Pengujian Kriteria Hasil Keterangan 

Uji Autokorelasi Sig. >  0,05 0,421 Tidak terjadi 

Autokorelasi 

                                  Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

Hasil pengujian menunjukan melalui uji Run Test, hasil uji autokorelasi 

menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,421 atau lebih besar dari 0,05 (α = 5%), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak tolak Ho yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

Pengetahuan tentang Peraturan 

Perpajakan 

0,584 

Sanksi Perpajakan 0,941 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Variance 

KWPOPU_1 100 2 5 3,85 ,857 ,735 
KWPOPU_2 100 2 5 3,76 ,933 ,871 
KWPOPU_3 100 2 5 3,84 ,961 ,924 
KWPOPU_4 100 2 5 3,71 ,808 ,652 
KWPOPU_5 100 2 5 3,83 ,877 ,769 
KWPOPU_6 100 2 5 3,75 ,947 ,896 
KWPOPU_7 100 2 5 3,85 ,968 ,937 
Valid N 
(listwise) 

100 
     



                                  Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas berada di atas 

nilai sig. 0,05 (α = 5%). Dari hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak 

tolak Ho yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui nilai residual berdistribusi nomal 

atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji stastistik Kolmogorov-

Smirnov. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,468 

                 Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

Dari hasil uji spss menunjukkan bahwa besarnya signifikan sebesar 0,468. 

Hal ini menunjukkan nilai sig. lebih besar dari 0,05 (α = 5%), maka tidak tolak 

Ho yang berarti model regresi berdistribusi normal. Model regresi layak 

digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

d. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

                                Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai 

VIF kurang dari 10 maka dalam model regresi ini dapat ditarik kesimpulan antara    

variabel bebas yang terdapat dalam model menunjukkan tidak adanya  

multikolinearitas. 

 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Regresi linier berganda juga digunakan sebagai sebuah alat untuk menarik kesimpulan 

untuk menguji hipotesis. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Sig. 

(Constant) 2,332 0,506 

Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 
0,403 0,000 

Sanksi Perpajakan 0,346 0,006 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 
0,741 1,349 

Sanksi Perpajakan 0,741 1,349 
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                                      Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

Dari tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi : 

 

Y = 2,332 + 0,403 X1 + 0,346 X2 

 

Keterangan: 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan 

X1 = Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan 

X2  =  Sanksi Perpajakan 

 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Usahawan dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan tentang Peraturan 

Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Konstanta sebesar 2,332 menyatakan bahwa 

jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Usahawan sebesar 2,332. Koefisien regresi Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan sebesar 0,403 menyatakan bahwa setiap Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Usahawan sebesar 0,403. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,346 

menyatakan bahwa setiap Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan sebesar 0,346.  

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Adjusted R Square 

1 0,324 

         Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

         Dari hasil uji koefisien determinasi, menunjukkan bahwa besarnya adjusted 

R2 pada model summary adalah 0,324 yang berarti 32,4% variasi Kepatuhan 

Wajib Pajak dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Sementara itu, sisanya sebesar 

67,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar dari variabel tersebut. 

 

b. Uji F 
Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

Model Sig. 

Regression 0,000b 

                                     Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

Dari Uji F ini dapat dilihat nilai sig. sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 (α = 

5%), yang berarti model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi 

Kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya adalah tolak Ho atau dapat disimpulkan 

bahwa Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan 

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

 



c. Uji t 
Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Sig. 

(Constant) 2,332 0,506 

Pengetahuan tentang 

Peraturan Perpajakan 
0,403 0,000 

Sanksi Perpajakan 0,346 0,006 

            Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (Lampiran Output SPSS) 

 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa probabilitas signifikan untuk variabel 

Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan memiliki nilai sig. 0,000 atau kurang 

dari 0,05 (α = 5%), yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. Dan untuk variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai sig. 0,006 

atau kurang dari 0,05 (α = 5%), yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib    

    Pajak Orang Pribadi 
Pengaruh variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat dilihat dari uji 

t dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

tersebut < 0,05. Hal ini menyatakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. 
 Adapun besarnya hubungan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang bisa 

dijelaskan oleh variabel bebas (pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi 

perpajakan) sebesar 32,4% yangdapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Hal ini berarti, 

pengetahuan tentang peraturan perpajakan melalui tingkat pengetahuan yang diantaranya 

tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi berpengaruh sebesar 32,4% 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 67,6% disebabkan oleh faktor-faktor 

lainnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Mintje (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa 

pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Menurut peneliti, sebagian responden sudah memiliki pengetahuan mengenai 

peraturan perpajakan dan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini 

dikarenakan mereka tahu akan pentingnya pengetahuan sebagai proses dimana wajib pajak 

mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu agar dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan tersebut membuat 

wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan seperti mengisi SPT, 

menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. 

 

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
 Pengaruh variabel sanksi perpajakan dapat dilihat dari uji t dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,006 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut < 0,05. Hal ini 

menyatakan, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi usahawan. 
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 Adapun besarnya hubungan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) yang bisa 

dijelaskan oleh variabel bebas (pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi 

perpajakan) sebesar 32,4% yang dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Hal ini berarti, 

penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana 

(kurungan atau penjara) berpengaruh sebesar 32,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan sisanya 67,6% disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Subarkah dan Maya Widyana Dewi (2017) yang 

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Arum (2012) 

bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Menurut peneliti, penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, 

kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun 

penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi karena  wajib   pajak  akan   merasa  

takut  dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan 

kewajiban perpajakannya. Orang pribadi juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya 

bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih  banyak merugikannya. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Setelah dilakukan beberapa uji analisis data, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terbukti memiliki pengaruh 

postif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti ajukan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan 

hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, serta beberapa keterbatasan penelitian 

yang telah disebutkan, meliputi : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak jumlah responden, hal ini agar 

dapat memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel yang sesuai 

dengan perwakilan populasi yang diteliti.  

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lainnya (seperti 

modernisasi sistem pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan lain-lain) sehingga 

dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.   

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kuesioner dengan menggunakan 

pertanyaan yang lebih spesifik dan mendalam, tidak hanya pertanyaan-pertanyaan umum 

untuk memperoleh jawaban dan hasil penelitian yang lebih akurat.  
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